BUPATI BARITO UTARA
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERURASAR ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 39
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

. bahwa pengelolaan keusngan Desa Kabupaten Barito

Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
Barito Utara Nomor 39 Tahun 2015;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dilakukan perubahan;

. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf

b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito
Utara;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [l di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [
Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin, Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
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3. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234};

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495};

5. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593|;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara [Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 02
Seri E];

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
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PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati
Kabupaten Barito Utara.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

-

JAINAL ABIDIN

memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Juni 2016

BUPATI UTARA,
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Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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NIP. 19710921 199803 1 004
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